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Pengantar |
Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami

pasang surutsejarah yang panjang, dimulai sejak awal kemerdekaan (Undang-
Undang nomor 22/1948) sampai saat ini (Undang-Undang nomor 23/2014),
- dengan berbagai sifat pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan sifat
; pengaturan pemerintahan daerah tersebut sangat tergantung pada arah politik
pemerintahan yang dibentuk, yaitu arah yang ingin memberi keleluasaan gerak
. kepada unit pemerintahan di tingkat bawah atau justru pengelolaan

pemerintahan sentralistis dan seragam pada tingkat bawah. Masalah arah
daerah ini telah menjadi pokok pangkal

T SR ——
R T Je e e i -

le
?

" politik pengaturan pemerintahan . -
i “keributan” yang tidak ada habisnya dalam sejarah otonomi daerah di
~ Indonesia.
Secara alamiah pemerintah daerah tentu menginginkan wewenang
.~ dan sumberdaya yang cukup untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang
tetapi pemerintah pusat secara alamiah memliki

* mesti diembannya,
wenangan yang agar dapat leluasa

- kecenderungan untuk memiliki ke .
' melaksanakan keinginan strategis untuk kepentingan bangsa. Dalam beberapa
'\ diskusi dan debat akademik yang penulis hadiri dan ikuti, keinginan
-:. pemerintah pusat untuk memiliKi kewenangan cukup tersebut khususnya
~ dinilai lebih didorong oleh apa yang oleh Nordholt dan Klinken dinyatakan

bahwa reformasi di Indonesia telah menyebabkan ry ntuhnya otoritarianisme

' digantikan pemerintahan demokratis, t€'aPi juga telah mengakibatkan
' hilangnya ketertiban digantikan ketidaktertiban'. - Dengan alasan bahwa
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Leiden: KTTLV Press. 2007:1

Scanned by CamScanner




otonomid aerah telah mcnghnﬁilkﬂn “raja-raja kcc“.di daerah” serta
ketidakpatuhan kabupa ten/kota terhadap pemerintah pusag dan p, n:t_l]"h
provinsi, kelihatannya undang-undang terbaru tentang Pemeringgp, dn“'%k :
meletakkan kembali dasar-dasar sentralisme dalam Pengaturay l Qery
erintahan daerah di Indonesia. Gntan'.
Paper pendek ini merupakan analisis singkat dan kritis —
politik pemerintahan di Indonesia versi Undang-Undang nop, or 23/ 2;] ]
tentang Pemerintahan Daerah. Secarakhusus paper ini menyorog; bebey,
aspek penting dalam pertimbangan filosofis, dalam konsep serty beberapi
pasal kritis dalam batang tubuh UU terbaru. Paper diakhiri dengan gy,
pendek serta solusi yang mungkin diambil guna perbaikan Substan,
pengaturan pemerintahan di Indonesia di masa yang akan datang,

pem

Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014

Penulis mencatat bahwa semangat otonomi daerah telah hﬂang dalap
pertimbangan filosofis munculnya Undang-Undang nomor 23/4014, Dalap,
dasar pertimbangan Undang-Undang, prinsip otonomi daerah (nyata day
bertanggung-jawab versi UU 5/1974 maupun otonomi luas versi UU 22 /19gg]
tidak disebutkan atau hilang dalam pertimbangan UU. Karena prinsip otonom;
sama sekali tidak disebut dalam pertimbangan UU, maka penyebutan Daerah
Otonom menjadi tidak memiliki dasar filosofis karena otonomi daerah bukan
prinsip yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan daerah. Pernyataan
bahwa urusan konkurenlah yang menjadi dasar hak otonomi daerah tidaklah
kuat karena bukan urusan yang menentukan otonomi, tetapi jenis otonomi
daerahlah yang menjadi dasar apakah daerah memiliki wewenang yang
sungguh otonom atau tidak. Apalagi urusan konkuren sendiri sudah
ditentukan dengan rinci dalam UU, hal ini semakin memberi indikasi kuat
tentang arah dihilangkannya otonomi daerah dalam UU ini.

Hilangnya semangat otonomi dalam Undang-Undang nomor 23/2014
sangat mengherankan karena setelah sentralisme model orde baru dinilai
gagal menyelesaikan isu ketidakadilan antara Timur dan Barat, antara Jaw
dan luar Jawa, maka otonomi luas di tingkat kabupaten/kota dinilai lebih
sesuai dengan tuntutan keadilan pembangunan, Peletakan kewenangan besas
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di tingkat Pusat dan proving; ;
S &
! Justry Mempuat model pemerintahan daerah

semakin jauh dari idealisme pre
- em "Tikap pelayanan yang lebih dekat kepada

n;asyara:(at.dllagn:r:mm kabu]mlcn/ koty vkan dapat memberika layanan

jika sumberdaya dikuasai A ki : npela

J y t' uasai Pugay danl)“u ah? Hilangnya ot pe Y Kat \

kabupaten/kota juga akan memp rah gnya otonomi di ting, |
L4

'l potensi besar lcrhadap gagalnya

Nakabupaten/kota tidak akan memiliki

en e : ;

secara memadai untuk mengawasj Peli:::rdlmr c:‘r; Edakqana kan fungsinya
anaan esa,

Selain hﬂa_ngnya seman
gat oto : ;
daerah dalam UU ini, pPenulis mep Nomi dalam pengaturan pemermtahan

pengelolaan pemerintahan degq kare
sumberdaya memadai untuk bisa m

penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perlu dikemukakan bahwa belum
pernah ada debat akademis yang serus tentang kelemahan UU 32/2004,
khususnya menyangkut Prinsip otonomi daerah di Indonesia. Satu-satunya
hal yang menjadi debat publik yang cukup serius adalah diperlukannya secara
tegas pemisahan pengaturan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan
Pilkada. Terlihat UU 23/2014 justru menguatkan keinginan politik kelompok
tertentu di parlemen yang ingin menguasai proses pilkada agar hasilnya
seragam dengan kehendak koalisi di DPR, Dengan keyakinan bahwa koalisi
tertentu akan menguasai pilkada maka kemudian kemudian terjadirekayasa
lebih lanjut untuk mengatur agar sistim pemerintahan daerah kembali
mengarah ke sentralisasi dengan melemahkan azas otonomi daerah yang luas

menjadi azas otonomi terbatas.

Hilangnya semangat otonomi bukan hanya bahwa otonomi daerah
tidak disebutkan dalam dasar pertimbangan, tetapi juga dalam ketentuan
umum Pasal 1 (12) yang mengemukakakn konsepsi Daerah Otononom sebagai
“kesatuan masyarakat hukum yang......berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim NKRL"” Terdapat
perubahan cukup signifikan dari mengatur dan mengurus urusan.rumah-
tangganya sendiri menjadi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
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ykkan pahwa daerah kehilangan independeng; "l'llma
Hal ini menun] \ kekuasaan dalam rumah tangga, menjadi sebatag ire
tanggd” dan afp:)wr“h otonom bukan unit otonom lagi (baik proving; maup:n

mcrinmh.;l;o-m)‘ sl menjadi sekedar berwenang mengatur Urusan
en

kabupat tingan masyarakat.

. an dan kepen
merintahan ¢ . iuoa terlihat lebih lani
Hilangnya semangat otonomi juga anjut dajap,

pgaturan tentang azas. Azas otonomi tidak disebutkan sama sekali; i
zlam Ketentuan tentang azas, yang ada hanyalahli?zflz-pe;yelengga,aan
arusan pemermtahan (pasal 5 ayat (4)). DalaxTI pasa lm. isebutkan dengyp,
jelas bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan dengay,
azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sfekfagaimana
diketahui bahwa Undang-Undang ini telah mengatur dengan rigid apa saja
Urusan Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan bersama antara
Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,
Penyebutan 5 (lima) urusan strategis nasional (agama, hukum, luarnegri,
pertahanan keamanan dan keuangan) sebagai urusan “absolut” justru
menjadi dasar bagi “kecurigaan” penulis pahwa kemudian istilah strategis
digunakan sebagai argumen bagi penguasaan sumberdaya yang selama ini
telah diserahkan kepada daerah untuk pembiayaan pelaksanaan urusan
otonomi.

Ketentuan lain yang cukup membingungkan dalam pengaturan
pemerintahan daerah dalam Undang-Undang ini adalah bahwa untuk
melaksanakan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
~ sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Dalam
penjelasan pasal tentang hal ini, kebijakan disebutkan bahwa yang dimaksud
kebijakan adalah pedoman penyelenggaraan urusan konkuren baik yang
untuk kewenangan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Meski demikian, tidak
jelas apa yang dimaksud sebagai pedoman tersebut karena tidak disebutkan
lebih lanjut, apakah berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
peraturan Menteri, atau yang lainnya. Dalam Undang-Undang sebelumnya
hal ini disebutkan dengan jelas. Ketidakjelasan justru dapat menimbulkan

spekulasi yang merugikan untuk kepastian pengaturan hubungan
kewenangan dan keuangan antara Pusat dan daerah.
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“Skenario” lebih lanjut bagi hilangnya semangat otonomj daerah
dalam Undang-Undang, ini adalah ketentyan dalam Pembagian urusan antara
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, palam U "dﬂnﬂ'UNdang disebutkan
terdapat tiga jenis urusan, yaitu absolut, konkuren dan pemerintahan umum.
Dalam ketentuan tentang, apa yang nwnj.-uli urusan Pemerintahan Pusat,
provinsi dan kabupaten, maka jelas daerah akan kehilangan kontrol sama
sekali atas sumberdaya yang berada dalam posisi “lintas daerah”. Semua
sumberdaya atau masalah yang bersifat “lintas daerah” menjadi kewenangan
sepenuhnya tingkat pemerintahan di atasnya. Sepintas pengaturan seperti
ini terlihat ideal. Tetapi pada periode sebelumnya dan saat ini, daerah justru
sering diminta pertanggung-jawaban dan dinilai tidak bertanggung-jawab
terhadap masalah yang sebenarnya bukan kewenangannya, tetapi terjadi di
daerahnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kondisi yang menunjukkan
bahwa tidak ada urusan yang sama sekali tidak menyangkut kabupaten/kota
atau provinsi karena daerahlah yang menjadi lokasi dari setiap urusan dan
masalah. Menghilangkan sama sekali daerah di tingkat bawah dalam urusan
yang bersifat lintas daerah justru akan menghiangkan semangat kebersamaan
dalam penyelesaian urusan yang membutuhkan koordinasi vertikal.

Hal yang paling kontroversial dalam pengaturan Undang-Undang
ini yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sentralisme adalah
pengaturan urusan bidang kehutanan, kelautan dan energi dan sumberdaya
mineral. Ketiga urusan ini dibagi menjadi urusan Pusat dan Provinsi (Pasal
14 UU 23/2014). Pengaturan seperti ini bertentangan dengan prinsip
pengaturan urusan sebelumnya yang menyatakan bahwa sumberdaya dan
masalah yang diurus Pusat dan Provinsi adalah urusan yang bersifat lintas
provinsi atau lintas kabupaten. Prinsip urusan pemerintahan itu dianulir
sendiri oleh pembuat Undang-Undang dalam ketentuan Pasal 14. Bagaimana
dengan sumberdaya kelautan, perikanan dan energi dan sumberdaya mineral
yang hanya ada dalam satu kabupaten? Bagaimana dengan hak masyarakat
kabupaten/kota bersangkutan?

“Penyeragaman urusan” pemerintahan daerah eperti formula yang
digariskan dalam Undang-Undang ini jug? tidak sesuai dengan kemampuan

daerah yang secara nyata berbeda satu dengan lainnya. Riset penulis
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hwa kemampuan daerah untuk melaksanakan fungs; g

menunjukkan ba
berbeda satu sama lain®, Untuk i

sektor dalam satu wilayah provinsi sangat
dibutuhkan formula pengaturan urusanyang lebih mengakomodir perbed,,

Kkemampuan antar daerah, pukan formula yang seragam.

Penutup
Osborne dan Gaebler® menyatakan bahwa pemerintah harus mamp,

melaksanakan 10 prinsip entrepreneurial spirit. Sementara itu World Banjy
dalam Laporan Pembangunar tahun 1997 menyatakan bahwa pemerintah (
memiliki fungsi-fungsi: (1) meletakkan dasar-dasar hukum; (2) melakukay
investasi di bidang pelayanan sosial dan infrastruktur; (3) mengadakan ¢
kebijakan yang kukuh; (4) melindungi yang Jemah; (5) melindungi lingkungan
hidup. Sedangkan J.E. Anderson® Budi Setiyono, 1989, menyatakan bahwa
fungsi pemerintah ada 7 (tujuh) yaitu: (1) menyediakan infrastruktur sosial, "
(2) menyediakan barang dan jasa kolektif; (3) menyelesaikan konflik antar
anggota masyarakat; (4) menjaga iklim persaingan; (5) melindungi lingkungan
hidup; (6) menyediakan akses minimum kepada individu terhadap barang
dan jasa; (7) menstabilkan ekonomi.

Bagaimana pemerintah akan dapat melaksanakan semua fungsi dan
kewajibannya? Jawabannya jelas, bahwa pemerintah harus memiliki
sumberdaya yang memadai untuk itu. Ketika suatu daerah, dalam Undang
Undang lebih tepatnya kabupaten/kota, kehilangan kewenangan atas
sumberdaya, maka jelas bahwa daerah tidak akan dapat melaksanakan sem®?
fungsi dan kewajibannya. Sungguh ironis bahwa pembuat Undang-Undané
menghilangkan semangat otonomi daerah dan keadilan pembangunar suat!
langkah mundur dari semangat reformasi.

" vinc®
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